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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan karunia-Nya penyusunan Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Buku Saku ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk
memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di
Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa,
serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

Sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik terus
ditingkatkan melalui mekanisme pelayanan informasi publik.
Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-
baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

Buku Saku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini disusun oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah. Buku saku ini memuat gambaran implementasi beserta Alur
Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah. 
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PPID
Pejabat Pengelola Infomasi
dan Dokumentasi adalah

pejabat yang bertanggung
jawab di bidang
penyimpanan,

pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau

pelayanan informasi Publik.

Informasi Publik
Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim

dan/atau diterima Pemerintah
Daerah yang berkaitan

dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan
informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Publik
Catatan berisi keterangan
secara sistematis tentang

seluruh Informasi Publik yang
berada dibawah penguasaan

Pemerintah Daerah namun
tidak termasuk informasi yang

dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik
Warga negara Indonesia

perorangan, kelompok orang
dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik. Permintaan Informasi

Publik
Permohonan untuk

memperoleh Informasi PublikSengketa Informasi Publik
Sengketa yang terjadi

antara Pemerintah Daerah
dengan pengguna Informasi

Publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan

mempergunakan informasi
berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Keberatan Informasi
Publik

Penyampaian ketidak puasan
Pemohon Informasi Publik

kepada Atasan PPID terhadap
layanan Informasi Publik

berdasarkan alasan tertentu
yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

DAFTAR
ISTILAH YANG
ADA PADA PPID
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Kelengkapan 
PPID

Struktur 
PPID

Standar
Pelayanan

Ruang
Pelayanan
Informasi

Daftar
Informasi

Publik

Laporan
KIPAnggaranWeb

PPID

Register &
Format
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KELENGKAPAN
PPID
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PENJELASAN SINGKAT
KELENGKAPAN PPID

Struktur PPID
Struktur PPID adalah hierarki atau susunan pengelola informasi di dalam
sebuah instansi untuk menjamin kelancaran alur pelayanan.

Standar Pelayanan
merupakan pedoman (SOP) baku yang mengatur bagaimana sebuah badan
publik melayani permintaan informasi.

Ruang Pelayanan Informasi Publik
Fasilitas fisik yang disediakan oleh badan publik khusus untuk melayani
masyarakat yang datang langsung. Ruangan ini idealnya dilengkapi dengan
meja layanan (desk/front office), ruang tunggu, perangkat komputer/internet
untuk pencarian informasi mandiri, formulir permohonan, dan alat
cetak/penggandaan.

Daftar Informasi Publik (DIP)
DIP adalah tulang punggung Keterbukaan Informasi Publik. Ini adalah rekam
jejak atau katalog yang memuat daftar seluruh informasi yang dikuasai badan
publik tersebut.

Register dan Format
Register: Buku besar atau sistem database/logbook yang digunakan untuk
mencatat setiap permohonan informasi dan pengajuan keberatan yang
masuk. Register berfungsi untuk pelacakan status (tracking) dan bahan
laporan tahunan.
Format: Bentuk baku (template) dari dokumen pelayanan, seperti Formulir
Permohonan Informasi, Formulir Tanda Terima, Formulir Pemberitahuan
Tertulis, dan Formulir Pengajuan Keberatan.

Web PPID
Portal atau situs web resmi yang didedikasikan sebagai ujung tombak
pelayanan informasi publik secara digital.
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PENJELASAN SINGKAT
KELENGKAPAN PPID

Anggaran
Anggaran adalah alokasi dana yang disiapkan oleh Badan Publik secara
khusus untuk menjamin berjalannya operasional dan pelayanan informasi
publik.

laporan KIP
Laporan KIP adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja PPID yang wajib
disusun setiap tahun. Laporan tahunan ini diserahkan kepada Atasan PPID dan
Komisi Informasi paling lambat bulan Februari tahun berikutnya. Laporan ini
menjadi tolok ukur kepatuhan badan publik terhadap UU Keterbukaan
Informasi Publik (KIP)

KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK

Informasi Berkala (Pasal 14 Perki Nomor 1 tahun 2021)

Ringkasan Informasi tentang program Informasi tentang Profil
Badan Publik
Ringkasan Informasi tentang Kinerja
Ringkasan Laporan Keuangan
Ringkasan Laporan akses Informasi Publik
Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat
Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi
Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik
Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
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KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK

Serta Merta (Pasal 19 Perki Nomor 1 tahun 2021)

Informasi bencana alam
Informasi keadaan bencana nonalam
Informasi bencana sosial
Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular
Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
masyarakat
Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik

Setiap Saat (Pasal 21 Perki Nomor 1 tahun 2021)

Daftar Informasi Publik
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau atau kebijakan Badan
Publik
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya
surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya
persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan
data perbendaharaan atau inventaris
rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik
agenda kerja pimpinan satuan kerja
Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan internal serta laporan penindakannya;
jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan Penindakannya
daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
Undang-Undang yang telah disahkan beserta Naskah Akademiknya
Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
Informasi tentang standar pengumuman Informasi.
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KLASIFIKASI
INFORMASI PUBLIK

Informasi yang dikecualikan (Pasal 13 Perki Nomor 1 tahun 2021)

Informasi yang dapat membahayakan negara
Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat
Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan
Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-
undang.
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TATA CARA LAYANAN
INFORMASI PUBLIK



Data diri seperti KTP
beserta dokumen

legalitas dilampirkan
pada permohonan

informasi publik.

Ditanggapi
Permohonan Informasi

10 hari + 7 hari kerja

Dicatat di Register PPID
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TATA CARA LAYANAN
PENGISIAN FORMULIR



Apabila Formulir
Permohonan informasi

telah diisi pemohon,
kemudian pemohon

menerima tanda terima
permohonan informasi
dari petugas layanan

informasi, maka tindak
lanjut permohonan
dilanjutkan dengan

mengisi pemberitahuan
tertulis oleh Petugas
Pelayanan Informasi.

Tanggapan tidak lebih
dari 10 hari bila kurang

diperpanjang 7 hari

Apabila permohonan
yang diminta disetujui

Atasan PPID dan dikuasai
PPID maka proses

Permohonan Informasi
Selesai

PEMOHON PUAS = SELESAI
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TATA CARA LAYANAN
PENGISIAN FORMULIR



Informasi yang Dikecualikan
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PENYEBAB PENOLAKAN
PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pernyataan informasi yang dikecualikan
harus memuat pertimbangan dan alasan logis
serta hukum yang diperoleh/ dihasilkan dalam
tahap analisa konsekuensi sebelumnya.
Pertimbangan yang dihasilkan sekaligus
merupakan argumen yang menjadi dasar
penolakan pemberian informasi dalam
pengujian informasi melalui pendekatan pasif.

Informasi yang dikecualikan
berdasarkan kerahasiaan

KERAHASIAAN USAHA YANG SEHAT
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf b

KERAHASIAAN NEGARA
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf a, c, d, e, f

KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 huruf g dan h
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TATA CARA PENGAJUAN
KEBERATAN INFORMASI

Permohonan ditolak atau
Pemohon tidak puas maka

dapat mengajukan
permohonan keberatan

kepata Atasan PPID

Petugas Pelayanan
Informasi Publik

memberikan formulir
alasan Penolakan

Informasi Publik yang
diminta Pemohon

Pemohon Informasi
mengisi formulir

Pengajuan Keberatan
Informasi

Atasan PPID menjawab
Keberatan dari Pemohon

Informasi

Pemohon
Informasi Puas SELESAI

Pemohon
Informasi Tidak

Puas

SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
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TATA CARA PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
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PENYEBAB SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

Tidak disediakannya Informasi Berkala

Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi

Permintaan Informasi tidak Ditanggapi Sesuai Peraturan

Dipungut biaya yang tidak wajar

Melebihi batas waktu Penyampaian Informasi
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REGULASI

SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

SOP PENANGANAN KEBERATAN

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Surat Keputusan PPID
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